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BUPATI BURU

PEMTUMN BUPATI BUR-
NO[.4OR : 11 TAHUN 2011

TENTAI'IG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAEMH (RKPD)
KABUPATEN BURU ANGGAMN TAHUN 2012

DENGAN RAH NT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBURU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionaldan Pasal 32 ayai (1)
Peraiuran Pemerinlah Nomof 58 Tahun 2005 t€ntang pengelolaan Keuangan Daemh,
Pemedntah Daerah wajlb menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Buru Tahun Anggafan 2012;

bahwa Rencana Keda Pemedntah DaeEh merupakan penjabaEn dari RPJMD dengan
menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
pada RKPI

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurui b,
perlu diietapkan dengan Peraturan Bupall;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tenlang Pembentukan
Pmvinsi l\,6aluku Utara Kabupaien Buru dan Kabupalen Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tallun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembafan
Negan Republik lndonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik hdonesia Nomor 6 Tahun 2000 teniang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 teniang Pembentukan Prcvinsj l,laluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomof73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 396'1);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonasja Nomor4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendahataan
Negara (Lembaran NegaE Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomof 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaE Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor4389)i

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (LembaEn Negara Republlk lndonesla lahun 2004 Nomof 104,
Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor4421);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tairun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomof 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daetah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4844)i



1. Jndanq-trndanq Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peri'nbanga']
Keuanian antam Pemeflniah Pusa dan Pemerintahan Daerah (Lembalan \egala
Repubiik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuaflgan Daerah (Lembaran NegaB Republik Indorlesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penvusunanan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Nega? Republik Indones a
Tanun 2006 Nomot 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)i

10. Peratufan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 ientang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeriniahan Daerah Provinsi dan
Pemedntahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomot 4737);

11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 tentaflg Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pernbangunan Daerah
(Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomof 21, Tambahan Lembafan
Negara Republik Indonesia Nomor 4817)l

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri N0mor 13 Tahun 2006 teniang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimna telah diubah dengan Peraturan lvlenteri gqlam N9991
Nomoisg Tahun 2007 teirtang Perubahan Atas Pemturan ll'4enteri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daefahl

13. Peraturan Daefah Kabupaten Buru Nomor 01 Tshun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Keda Sekretariai Daerah dan Sekretariat Dewan Pe|Wakilan Rakyat
Da;rah (DPRD) Kabupaten Buru (Lombatan Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor
01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01
Tahun 2009 teniang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01
Tahun 2008 tenlano Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru (Lembaran
Daefah Kabupaten Buru Tahun 2009 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan
O$anisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan oaerah Kabupaten Buru

{Lembaran Daerah Kabupaien Buru Tahun 2008 Nomor 17)i

Menetapkan ;

MEMUTUSKAN:

PEMTURAN BUPATI BURU TENTANG RENCANA KERJA PEI/ERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BIJRI, TAHIJN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peratufan Bupati jni, yang dimaksud dengan :
(1) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Buru adalah Bupati Euru dan

perangkat daemh ssbagai unsuf penyelenggafa Pemerintahan Daerah

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah
dokumen perencanaan pembangunan daetah Kabupaten Buru uniuk jang ka waktu 1 (satu)tahun.

(1 )

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Keia (RENJA) SKPD
untuk jangka waktu 1 (satu)lahun yang mengacu pada Rencana Keia Pemerinlah.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kefangka ekonomi makro, pdoritas
pembangunan dan kewajiban daefah, rencana kerja yang terukur dengan pendanaannya' baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemedntah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

(2)



(3) RKPD s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk menjamln kete(altan dan konsistensi
antara Derencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

(4) RKPD Kabupaten Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebiiakan Umum Anggafan RAPBD Kabupaten Buru Tahun
Anggatan 2012

b, Pemedntah Daerah menyusun ptio ias dan Piafon Anggaran Sementara Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2012.

c, Dinas/Badan/KantodBaglan dalam menyusun RKA-SKPD sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 3

Dinas/Badan/Kantor/Bagianda|amJajaranPemerintahDaerahme|aksanakanprogmm,&egiatandalamRKPDyang
dituangkan dalam APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012

Pasal4

Dinas/8adan/Kantori Baglan dalam lajaran Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koodinasi dengan
gid; ir"*unu"n plmbangunan' Daeralr dan Dinas pendapatan, pengelotaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Buru dalam menyusun RKA-SKPD

PaEal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru melakukan pemantauani p€ngendalian terhadap
Delaksanaan RKPD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran
iang telah dijabaftan dalam Plafon dan Prioritas Angga€n SementaE serta RKA-SKPD sebagai dasat penyusunan
MPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.

Pasal6

RKPD Kabupaten Buru Tahun Anggatan 2012 sebagaimana tercantum dalam lampimn Peraturan Bupati ini
merupakan satu kesatuan yang tidak tepisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Pemturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan Petaturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Bedta Daerah Kabupaten Buru.

Diundangkan diNamlea
pada tanggal, 09 M€l 2011

SEKRETARIS DAERAH | _,-
KABUPATEN BUR9,,IL
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JUHANA SOEDRADJAT

SERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2Ott NOMORi l l

Ditetapkan di Namlea
Mei201'l


